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ABSTRAK

Hukum adat merupakan suatu kebiasaan dari tradisi leluhur dari zaman dulu sampai sekarang,
yang sudahmenjadibudaya yang harus di jaga, di lindungidan di lestarikan oleh
masyarakatadat, seperti halnya hak ulayat yang merupakan salah satu faktor yang paling
kuatdi masyarakatadat Indonesia. Dari aspek kehidupan masyarakat adat daerah-daerah di
Indonesia,merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang dapat di kenal dalam dunia
internasional, Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan berbagai macam suku,
budaya, tradisi,dan agama, merupakan Negara kesatuanrepublik Indonesia (NKRI).Dimana
Hak ulayat adat di Indonesia memang di atur dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Dan pasal 3 Undang-Undang Pokok
Agraria UUPA, bahwa hak petuanan atau disebut hak ulayat. Pada masa lalu, dimasa
sebelum kemerdekaandan di zaman kerajaan, dan di Nusantara ini, hak persekutuan/hak
purba merupakan hak tertinggi atas tanah di seluruh Nusantara ini.Jadi hak ulayat dari
masyarakat adat Indonesia harus di perlakukan oleh Negara dengan cara, pemerintah harus
secara bersama-sama dengan masyarakat dalam penegloalaan dan melestarikan sumber daya
alam yang ada supaya masyarakat merasa adil dan sejaterah dalam kebijakan-kebijakan
pemerintah yang baik yaitu good governance (kepemerintahan yang baik) yaitu pemerintahan
efisien, serta pemerintahan yang bersih dan bebasdari Korupsi Kolusidan Nepotisme(KKN).
Suatukondisi yang menjamintentangadanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan
peranserta, saling mengontrol diantara komponen pemerintahan dan masyarakat. Ketiga
komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Dan tiga pilar governance,
yaitu pemerintah, sektorswasta, dan masyarakat yang harus dan wajib supaya tercapai
kesejahteraan pada rakyat Indonesia.

Kata kunci : Hak ulayat masyarakat adat, kepemerintahan yang baik.
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ABSTRACT

Customary law is a habit of the ancestral traditions from ancient times until now,
who has become a culture that should be on their guard, in protect and in by indigenous
peoples, as well as customary rights which is one of the most powerful factors in the
indigenous peoples of Indonesia. From the aspect of life indigenous areas in Indonesia, is
the characteristic of the nation of Indonesia which can be known in the international world
of Indonesia, country consisting of Islands and various tribes, culture, tradition, and
religion, is the unitary State of the Republic of Indonesia (SO). Where customary Rights
customary in Indonesia is indeed set in article 18 paragraph 2 B and article 28 paragraph 3
I of the legislation of the Republic of Indonesia in 1945 and section 3 of the Act, that
Staple of agrarian rights of BAL or customary rights are called. In the past, the future
before independence and in the days of the Kingdom, and in this Archipelago, rights
Alliance/ancient rights is highest over land rights in the entire country. So the customary
rights of indigenous peoples of Indonesia should be in treatment by the State by means of ,
together with the community in and preserve the natural resources that exist so that the
community feels is fair and sejaterah in the Government's policies are good, namely good
governance (good Governence) i.e. the Government efficiently, as well as a Government
that is clean and free of corruption, Collusion and Nepotism. A condition that guarantees of
process alignment, equality and balance of roles and, interlocking control between the
components of Government and society.These three components that have the same
relationship and equal. And the three pillars of governance, namely, Governments, the
private sector, and the community should and must order that achieved prosperity on the
people of Indonesia.

Keywords: customary Rights of indigenous peoples, of good Governence.
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